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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama

lain dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Berbagai faktor menjadi penyebab
kebutuhan masyarakat di suatu negara semakin beragam dan terus meningkat,
termasuk diantaranya yaitu kebutuhan ekonomi. Berkenaan dengan hal tersebut,
maka berdirilah lembaga keuangan yang kehadirannya diharapkan dapat membantu
masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup perekonomiannya. Begitupula dalam
agama Islam. Sebagai agama yang paling banyak dianut di Indonesia, masyarakat
muslim tentu membutuhkan lembaga keuangan yang dalam kegiatan usahanya
menerapkan prinsip-prinsip dan ketentuan syariah. Oleh karena itu, keberadaan
lembaga keuangan syariah di Indonesia yang dimulai sejak tahun 1991 saat
berdirinya Badan Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan Bank Muamalat
Indonesia (BMI)! menjadi- hal yang sangat menarik di kalangan umat Islam dan
menjadi pendorong lahirnya lembaga keuangan lain yang turut mengembangkan
produknya pada ketentuan syariah.

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia terus menunjukkan
eksistensinya hingga saat ini. Lembaga keuangan tersebut tidak hanya berkembang

dalam bentuk perbankan syariah saja namun juga dalam bentuk lembaga keuangan

! Atang, Abd Hakim, Figh Perbankan Syariah Transformasi Figih Muamalah ke dalam
Peraturan Perundang-undangan, Cet. 1, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011, him 88.
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non-bank atau LKBB. Berdirinya LKBB atau yang dalam peraturan OJK digunakan
istilah Indiustri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah ini diharapkan dapat menjadi
satu pilar yang dapat menumbuhkembangkan perekonomian syariah di IndonesiaZ.
Secara garis besar, lembaga keuangan bukan bank merupakan sebuah badan atau
perusahaan yang dalam kegiatannya tidak diperkenankan untuk menghimpun dana
dari masyarakat baik dalam bentuk giro, deposito maupun tabungan. Adapun bidang
usaha yang termasuk dalam Lembaga Keuangan Bukan Bank yaitu perusahaan
asuransi, pegadaian, dana pensiun, reksa dana, bursa efek dan perusahaan
pembiayaan.

Berdasarkan Keppres No. 61 Tahun 1988 dan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988, sewa guna usaha atau
Leasing merupakan satu dari beberapa bidang usaha yang termasuk dalam lembaga
pembiayaan®. Keberadaan leasing tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat
terutama para pelaku usaha untuk mendapatkan barang modal dengan ketentuan
yang relatif mudah. Sebagaimana perkembangan lembaga keungan bukan bank itu
sendiri, saat ini perusahaan ‘leasing  juga' menerapkan 'prinsip syariah dalam
produknya.

Leasing dalam Islam disebut sebagai ljarah atau mempersewakan. Sejalan
pengertian LKBB secara umum, kegiatan usaha leasing yaitu membiayai pihak-
pihak atau sektor usaha yang membutuhkan barang modal, dengan kata lain

perusahaan leasing hanya menyediakan dana berupa barang modal dengan tidak

2 peraturan OJK, IKNB Syariah.
3 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Cet. 13, Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2013, him 3.



menarik dana secara langsung dari masyarakat®. Pembiayaan tersebut berupa
penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh sebuah perusahaan yang
memerlukannya yang kemudian pembayaran dilakukan secara berkala sesuai dengan
jangka waktu yang disepakati. Berkenaan dengan hal ini, salah satu perusahaan
leasing yang menyediakan produk pembiayaan syariah di Indonesia adalah PT.
Wahana Ottomitra Multiartha Finance atau PT. WOM Finance. Perusahaan
pembiayaan ini didirikan pertama kali pada tanggal 23 Maret 1982 dengan nama
perusahaan PT. Jakarta Tokyo Leasing yaitu perusahaan yang bergerak di bidang
pembiayaan sepeda motor, khususnya merek Honda. Pada tahun 2000, PT. Jakarta
Tokyo Leasing kemudian mengganti nama menjadi PT. Wahana Ottomitra
Multiartha sejalan dengan transformasi bisnis yang dilakukan.’. Diantara bukti
kesuksesan PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finance yaitu mendapatkan
penghargaan Gold untuk kategori Top Motor Vechicle Financing Product pada
Indonesia Legal Award tahun 2018°.

Salah satu cabang PT. WOM Finance di Bandung yaitu terletak di JI. Peta
Ruko No 19-21 Lingkar Selatan, Kelurahan Pelindung Hewan, Kecamatan Astana
Anyar Kota Bandung. PT. WOM  Finance pada saat pendiriannya belum
menggunakan prinsip syariah, sehingga seluruh produk yang ditawarkan terdapat
bunga pada pembayarannya. Kemudian pada tahun 2010 perusahaan tersebut
mengembangkan sistem dengan menerapkan prinsip syariah pada produknya sebagai

opsi bagi konsumen yang ingin melakukan pembiayaan dengan prinsip Syariah.

4 Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, him 3.

5> PT. WOM Finance, Profil, (Online), https://www.wom.co.id/profil, diakses pada 18
Oktober 2019 pukul 11:35.

6 PT. WOM Finance, Penghargaan, (Online), https://www.wom.co.id/penghargaan, diakses
pada 18 Oktober 2019 pukul 21:29.
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Sehubungan dengan hal tersebut, di dalam produk pembiayaan syariah kendaraan
bermotor PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finance, akad yang digunakan adalah
akad murabahah, yaitu akad jual beli barang dengan memberitahu harga pokok
barang serta keuntungan yang diperoleh perusahaan yang kemudian disepakati oleh
pembeli dengan pembayaran dilakukan secara berangsur sesuai dengan jangka
waktu yang telah disepakati bersama’. Akad murabahah termasuk kepada domain
jual beli yang diketahui harganya, akad tersebut boleh dilakukan sebagaimana jual

beli pada umumnya boleh dilakukan. Seperti dalam kaidah figih muamalah:

~
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“Asal dari muamalah adalah boleh, kecuali terdapat dalil yang
melarangnya.’

Maksud dari kaidah tersebut adalah bahwa dalam setiap transaksi muamalah
boleh dilakukan, seperti jual beli, sewa menyewa, kerja sama, perwakilan dan lain-
lain kecuali yang secara tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemadharatan,
tipuan, judi dan riba®. Penjelasan ini mengantarkan pada pengertian bahwa akad
murabahah yang diterapkan dalam. produk pembiayaan kendaraan bermotor PT.
WOM Finance adalah boleh dilakukan.

Akad murabahah merupakan akad yang paling banyak digunakan dalam

produk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Hal ini dikarenakan konsumen,

pembeli atau nasabah (dalam domain bank) dapat mengetahui secara jelas harga

" Harun, Figh Muamalah, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017, him 88.

8 A. Djazuli. Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan
Masalah-masalah yang Praktis, Jakarta: KENCANA, 2016, him 130.

9 A. Djazuli. Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan
Masalah-masalah yang Praktis, him 130.



pokok barang dan keuntungan yang diperoleh perusahaan sehingga unsur gharar
dapat dihindari. Namun pada pembiayaan tersebut seringkali perusahaan mengalami
kesulitan diantaranya adalah terkait masalah gagal bayar atau keterlambatan
pembayaran yang dilakukan oleh konsumen. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai
faktor, boleh jadi karena konsumen dalam keadaan belum mampu untuk membayar
angsuran ataupun karena adanya itikad kurang baik untuk melakukan pembayaran
angsuran sesuai dengan waktu yang disepakati. Oleh karena itu demi menjaga
stabilitas keuangan maka sebuah perusahaan akan menetapkan denda agar
konsumen dapat membayar angsurannya tepat waktu.

Denda tersebut juga diterapkan oleh PT. Wahana Ottomitra Multiartha
Finance dalam produk pembiayaan kendaraan bermotor berdasarkan prinsip syari’ah
ini. Secara umum, bagi konsumen yang mengalami keterlambatan pembayaran akan

dikenakan Surat Peringatan (SP) seiring dengan denda yang diberikan?, yaitu:

Tabel 1.1. Surat Peringatan Konsumen

No Surat Peringatan Waktu Keterlambatan

1. Surat Peringatan (SP) 1 7 hari dari tanggal jatuh tempo

2. Surat Peringatan (SP) 2 14 hari dari tanggal jatuh tempo

3. Surat Peringatan (SP) 3 24 hari dari tanggal jatuh tempo

4. Surat Pengambilan 1 bulan atau lebih dari tanggal jatuh tempo

10 Kutipan hasil wawancara dengan pegawai bagian Collector PT. Wahana Ottomitra
Multiartha Finance cabang Bandung, yaitu Bpk. Dimas, pada tanggal 11 November pukul 10:30.



Pada akad murabahah tersebut terdapat dua jenis denda yang digunakan dan
tercantum dalam klausul akad, yaitu denda berupa fa’zir dan ta’widh. Aturan
mengenai ta’zir diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 17 tahun 2000 tentang
Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. Adapun aturan mengenai
ta’widh diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 43 tahun 2004 tentang Ganti Rugi
(Ta'widh). Fatwa tersebut mengatakan bahwa fa’'widh merupakan denda yang
dibebankan kepada pembeli atau nasabah yang melakukan sesuau yang menyimpang
dari akad dan menimbulkan kerugian pihak lain!. Menurut fatwa tersebut, ketentuan
ganti rugi yang dibebankan haruslah sesuai dengan kerugian riil yang dapat
diperhitungkan dan bukan merupakan kerugian yang diperkirakan dapat terjadi,
selain itu pembebanan ganti rugi harus sama dengan jumlah dana yang dikeluarkan
oleh Lembaga Keuangan Syariah sebagai ikhtiar menanggulangi pembiayaan
bermasalah. Oleh karena itu, apabila ganti rugi melebihi jumlah dana yang
dikeluarkan, maka kelebihannya dapat dikelompokkan sebagai riba'?. Aturan
mengenai pembatasan biaya riil dalam sanksi za ‘'widh tercantum dalam Fatwa DSN-
MUI yang baru disahkan pada tanggal 3 Juli 2019, yaitu' Fatwa Nomor 129 tahun
2019. Fatwa tersebut menyatakan bahwa biaya riil yang dimaksud yaitu penagihan
atas biaya komunikasi, surat-menyurat, perjalanan, konsultasi hukum, jasa notariat,
perpajakan dan lembur atau kerja ekstra®®.

Ketentuan selanjutnya dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 43 tahun 2004 dan

Fatwa DSN-MUI Nomor 129 tahun 2019 yaitu nominal denda fa 'widh tidak boleh

11 Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VI111/2004 tentang Ganti Rugi (Ta "widh).

12 Jaih, Mubarok dan Hasanudin, Fikih Mu’ amalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian,
Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017, him 155.

13 Fatwa DSN-MUI Nomor 129/DSN-MUI/VI1/2019 tentang Biaya Riil sebagai Ta 'widh
Akibat Wanprestasi.



dicantumkan dalam akad. Hal ini dikarenakan kerugian yang dialami oleh sebuah
perusahaan tidak dapat dipastikan, sehingga demi menghindari adanya unsur riba
maka dalam klausul akad besaran denda tidak boleh dicantumkan. Akan tetapi,
sejalan dengan hal tersebut, dalam klausul akad pembiayaan murabahah PT.
Wahana Ottomitra Multiartha Finance, besaran ganti rugi dicantumkan dalam akad
yaitu sebesar Rp.2.500,00 per hari'*. Ketentuan mengenai ganti rugi tersebut pada
praktiknya digunakan sebagai denda terhadap konsumen yang mengalami
keterlambatan pembayaran dan akan terus dibebankan kepada konsumen setiap
harinya hingga konsumen dapat membayar kewajiban pokoknya®®. Hal ini kiranya
menjadi permasalahan yang perlu diteliti, mengingat denda tersebut telah tercantum
dalam klausul akad yang perlu ditinjau kesesuainnya dengan Fatwa DSN-MUI
Nomor 43 tahun 2004 tentang Ganti Rugi. Selain itu, biaya-biaya yang menjadi
akumulasi nominal ganti rugi yang ditetapkan sebsesar Rp.2.500,00 per hari perlu
ditinjau kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 129 tahun 2019 tentang
Biaya Riil sebagai Ta’widh akibat Wanprestasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti sanksi yang
ditetapkan oleh PT. Wahana Ottomitra: Multiartha Finance tersebut kepada sebuah
skripsi dengan judul “PENETAPAN TA’WIDH DALAM AKAD MURABAHAH
PADA PRODUK LEASING PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA
FINANCE CABANG BANDUNG (JI. Peta no 19-21, Pelindung Hewan, Antar,

Kota Bandung)”

14 Klausul Perjanjian Akad Murabahah dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor PT.
Wahana Ottomitra Multiartha cabang Bandung.

15 Kutipan hasil wawancara dengan Bpk. Riswan Ali, sebagai konsumen pembiayaan
kendaraan bermotor dengan akad murabahah pada leasing PT. Wahana Ottomitra Multiartha
Finance, pada tanggal 08 November 2019 pukul 09:54.



B. Rumusan Masalah
PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finance dalam pembiayaan syariahnya

menerapkan sanksi bagi konsumen yang mengalami keterlambatan pembayaran,
yaitu denda ta 'widh atau ganti rugi dengan nominal Rp.2.500,00 per hari. Ketentuan
tersebut apabila diteliti berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 43 tahun 2004 tentang
Ganti Rugi terdapat ketidaksesuaian karena nominal ganti rugi telah tercantum
dalam akad. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dibentuklah pertanyaan

penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana skema akad murabahah dalam produk pembiayaan kendaraan
bermotor pada leasing PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finance?

2. Bagaimana ketentuan ta 'widh yang ditetapkan oleh PT. Wahana Ottomitra
Multiartha Finance kepada konsumen yang mengalami keterlambatan
pembayaran?

3. Bagaimana kesesuaian denda yang ditetapkan oleh PT. Wahana Ottomitra
Multiartha Finance menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 43 tahun 2004 tentang
Ganti Rugi (Ta'widh) dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 129 tahun 2019
tentang Biaya Riil sebagai Ta 'widh akibat Wanprestasi?

C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahu beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep skema akad murabahah dalam produk
pembiayaan kendaraan bermotor dalam perusahaan leasing PT. Wahana
Ottomitra Multiartha Finance.

2. Untuk mengetahui ketentuan dan kesesuaian antara denda yang ditetapkan

oleh PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finance kepada konsumen yang



mengalami keterlambatan pembayaran angsuran dengan Fatwa DSN MUI
Nomor 43 tahun 2004 tentang Ganti Rugi (7a 'widh) dan Fatwa DSN-MUI
129 tahun 2019 tentang Biaya Riil sebagai 7a 'widh akibat Wanprestasi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi ilmu
pengetahuan dan pengalaman mengenai jenis pembiayaan kendaraan bermotor
dalam perusahaan leasing serta meninjau terkait sanksi yang dibebankan kepada
konsumen yang mengalami keterlambatan pembayaran.
2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kedepannya bagi
masyarakat dan perusahaan terkait.

E. Studi Terdahulu

Studi ini bukan merupakan studi baru. Peneliti menemukan beberapa skripsi
dan artikel terdahulu yang juga membuat penelitian dengan objek kajiannya berupa
lembaga pembiayaan leasing, yaitu:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Eldri Shalahudin Azhar (2010) dengan
judul “Analisis Segmentasi, Targeting, Positioning (STP) dan Proses Penyaluran
Pembiayaan Motor Syariah pada Perusahaan Pembiayaan Studi pada Federal
International Finance (FIF) Syariah™!®. Skripsi yang disusun oleh Eldri tersebut
menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi serta

kepustakaan. Sedangkan penelitiannya yaitu berbicara mengenai strategi pemasaran

16 Eldri Shalahudin Azhar, “Analisis Segmentasi, Targeting, Positioning (STP) dan Proses
Penyaluran Pembiayaan Motor Syariah pada Perusahaan Pembiayaan Studi pada Federal
International Finance (FIF) Syariah” (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta), 2010.
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produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh Perusahaan leasing Federal International
Finance (FIF) Syariah. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang
dilakukan oleh Eldri Shalahudin Azhar terletak pada objek penelitian, yaitu lembaga
leasing yang menggunakan produk syariah didalamnya. Adapun perbedaannya
terletak pada fokus penelitian. Eldri Shalahudin Azhar memfokuskan penelitiannya
pada strategi pemasaran produk leasing syariah pada masyarakat. Sedangkan
penelitian ini fokus kepada konsep ganti rugi yang dibebankan oleh perusahaan
leasing terhadap konsumennya.

Kedua, skripsi berjudul “Leasing Kendaraan Bermotor Perspektif Kompilasi
Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus di FIF Group Cabang Metro)” yang disusun
oleh Elda Sahara (2018)'". Skripsi tersebut meneliti tentang konsep leasing
kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan FIF dengan prinsip syariah
menggunakan akad murabahah berdasarkan perspektik kompilasi hukum ekonomi
syari’ah. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu berupa wawancara
dan dokumentasi. Persamaannya terletak pada jenis penelitian, yaitu pembiayaan
kendaraan bermotor dengan ‘konsep' leasing syariah. Sedangkan perbedaannya,
yaitu pada objek penelitian. Elda Sahara melakukan penelitian pada perusahaan FIF
sedangkan objek penelitian ini yaitu PT. WOM Finance. Selain itu, fokus penelitian
Elda Sahara terletak pada skema leasing pada akad_murabahah perusahaan FIF
menurut kompilasi hukum ekonomi syariah. Sedangkan penelitian ini tidak begitu

fokus pada skema, namun pada penetapan denda atas keterlambatan pembayaran.

17 Elda Sahara “Leasing Kendaraan Bermotor Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi
Syari’ah (Studi Kasus di FIF Group Cabang Metro)” (Skripsi S1 Fakultas Syariah, Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Metro), 2018.
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Ketiga, thesis yang berjudul “Penerapan Ta’zir dan Ta’widh pada Lembaga
Keuangan Syariah (Penelitian di Bank BRI Syari’ah KCP Majalaya dan Bank
Syariah Mandiri Jatinangor) oleh Ahmad Yusdi Gozaly (2019)8. thesis tersebut
meneliti tentang konsep penetapan sanksi bagi nasabah mampu yang menunda-
nunda pembayaran dengan dihubungkan pada ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor
17 tahun 2000 tentang Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran dan
Fatwa DSN-MUI Nomor 43 tahun 2004 tentang Ganti Rugi (7a 'widh). Tekhnik
pengumpulan data dalam penelitian tersebut yaitu dengan observasi, wawancara dan
dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan display data, reduksi dan
konklusi data. Persamaan antara thesis tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-
sama membaha tentang konsep ganti rugi yang ditetapkan oleh sebuah lembaga
keuangan, selain itu rujukan yang diambil adalah ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI
Nomor 43 tahun 2004 tentang Ganti Rugi (7a 'widh). Adapun perbedaannya adalah
objek thesis tersebut adalah lembaga perbankan syariah yaitu Bank BRI Syari’ah
KCP Majalaya dan Bank Syariah Mandiri Jatinangor. Selain itu, permasalahan yang
diambil pada penelitian ini tidak hanya terkait sanksi namun'jga biaya-biaya apa saja
yang dikategorikan sebagai ganti rugi menurut aturan yang berlaku. Ketentuan yang
digunakan pada skripsi ini tidak hanya pada Fatwa DSN-MUI Nomor 43 tahun 2004
tentang Ganti Rugi (Ta 'widh) tapi juga mengacu pada ketentuan Fatwa DSN-MUI
Nomor 129 tahun 2019 tentang Biaya Riil sebagai Ta 'widh akibat Wanprestasi.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Ismat Fauzi (2018) yang berjudul

“Pelaksanaan Ta’widh bagi Nasabah yang Terlambat Bayar Angsuran dalam

18 Ahmad Yusdi Gozaly “Penerapan Ta ’zir dan Ta widh pada Lembaga Keuangan Syariah
(Penelitian di Bank BRI Syari’ah KCP Majalaya dan Bank Syariah Mandiri Jatinangor)” (Thesis S2
Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, UIN Sunan Gunung Djai Bandung, 2019.
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Pembiayaan Murabahah di BRI Syariah KCP Soekarno-Hatta*°. Skripsi tersebut
membahas terkait pelaksanaan pembiayaan di BRI Syariah KCP Soekarno-Hatta,
pelaksanaan ganti rugi terhadap nasabah yang terlambat membayar angsuran, dan
meneliti kesesuaian pelaksanaan ganti rugi atau ta 'widh tersebut dengan ketentuan
Fatwa DSN-MUI Nomor 43 tahun 2004 tentang Ganti Rugi (7a 'widh). Metode
penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, dengan mengamati secara
sistematis dan akurat terkait fakta dan sifat-sifat objek tersebut. Persamaan skripsi
tersebut dengan penelitian ini adalah permasalahan yang diteliti yaitu terkai
pelaksanaan pembiayaan dan konsep ganti rugi (7a 'widh) sebuah lembaga keuangan
syariah. Rujukan yang digunakan juga yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 43 tahun 2004
tentang Ganti Rugi (Ta'widh). Adapun perbedaannya yaitu terletak pada objek
penelitian, skripsi tersebut meneliti lembaga perbankan syariah sedangkan penelitian
ini tertuju pada lembaga keuangan non-bank atau lembaga pembiayaan yakni PT.
Wahana Ottomitra Multiartha. Selain itu penelitian ini juga membahas biaya-biaya
apa saja yang termasuk ganti rugi, sehingga rujukan yang digunakan tidak hanya
Fatwa DSN-MUI tentang Ganti' Rugi saja hamun juga mengacu pada ketentuan
Fatwa DSN-MUI Nomor 129 tahun 2019 tentang Biaya Riil sebagai Ta 'widh akibat

wanprestasi.

19 Ismat Fauzi “Pelaksanaan Ta widh bagi Nasabah yang Terlambat Bayar Angsuran dalam
Pembiayaan Murabahah di BRI Syariah KCP Soekarno-Hatta” (Skripsi S1 Fakultas Syariah, UIN
Sunan Gunung Djati Bandung), 2018.
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Tabel 1.2. Studi Terdahulu

No Judul Penulis Hasil Penelitian
Analisis _ .
_ Berdasarkan hasil penelitiannya,
Segmentasi, ) o
] strategi pemasaran memiliki pean
Targeting, ) )
o penting untuk  keberhasilan
Positioning (STP)
perusahaan umumnya dan pada
dan Proses F
bidang pemasaran khususnya.
Penyaluran ] ]
) ) | Terdapat tiga strategi utama
Pembiayaan Motor | Eldri Shalahudin
1. ) dalam mengembangkan produk
Syariah pada Azhar ) )
perusahaan, vyaitu segmentasi,
Perusahaan ) o )
) ) targeting dan positioning. Ketiga
Pembiayaan Studi g ) )
strategi tersebut apabila berjalan
pada Federal )

_ dengan  baik maka  dapat
International _ _
) memberikan  keuntungan  bagi
Finance (FIF)

) perusahaan tersebut
Syariah
Hasil penelitian yang dilakukan
) olen Elda " Sahara yaitu sistem
Leasing Kendaraan :
leasing pada FIF cabang Metro
Bermotor ) )

_ menggunakan  sistem  syariah

Perspektif ]
o dengan akad murabahah, dimana
Kompilasi Hukum _ )
2. . ' Elda Sahara pihak  konsumen mengajukan
Ekonomi Syari’ah ] i
) ) leasing dengan  mengajukan
(Studi Kasus di FIF _
beberapa persyaratan, apabila
Group Cabang ) .
pihak FIF menyetujuinya, maka
Metro)

akan dikirimkan sepeda motor
kepada konsumen dan konsumen
serta

membayar uang muka
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angsuran setiap bulannya. Adapun
terkait pelaksanaan leasing yang
menggunakan sistem syariah pada
Metro

FIF  cabang sudah

mendekati  ketentuan  syariah
sebab dalam aktivitas ekonominya
tidak

kezhaliman, riba dan madharat.

mengandung unsur

Penerapan  Ta’zir

dan Ta’widh pada

Berdasarkan hasil penelitiannya,
Fatwa DSN-MUI Nomor 17 tahun
2000 dikatakan bahwa denda dan
ganti rugi boleh dikenakan pada

nasabah mampu yang menunda

Lembaga pembayaran. Penerapan biaya atas
Keuangan Syariah | keterlambatan angsuran di Bank
. _ Ahmad Yudi

(Penelitian di Bank BRI Syariah dan Bank Syari’ah
Ghozaly o ]
BRI Syari’ah KCP Mandiri secara umum telah sesuai
Majalaya dan Bank denagn ketentuan fatwa, namun
Syariah ~ Mandiri dalam pelaksanaannya masih
Jatinangor) tidak sesuai, karena denda
tersebut ‘diberlakukan juga bagi
nasabah 'yang mengalami force

meajure.
Pelaksanaan Hasil  penelitiannya  tersebut
Ta’widh bagi mengatakan  bahwa  prosedur
Nasabah yang pembiayaan pada SOP Bank BRI
Terlambat  Bayar _ Syariah dengan akad murabahah

Ismat Fauzi ]

Angsuran  dalam dilakukan dengan dua macam,
Pembiayaan yaitu pembiayaan murabahah
Murabahah di BRI tanpa wakalah dan pembiayaan
Syariah KCP murabahah dengan  wakalah.
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Soekarno-Hatta Selain itu, penetapan denda pada
pembiayaan  tersebut  sudah
ditentukan dengan jelas dan tetap,
hal tersebut bertentangan dengan
ketentuan  Fatwa  DSN-MUI
Nomor 43 tahun 2004 yang
menyatakan nominal ganti rugi
tidak boleh dicantumkan di awal

akad, harus sesuai dengan nilai

kerugian riil yang pasti dialami.

F. Kerangka Berpikir
Penyusunan penelitian ini didasarkan pada kerangka pemikiran sebagai

berikut:
1. Konsep Leasing

Leasing merupakan suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk peralatan atau
barang modal pada perusahaan untuk digunakan dalam proses produksi?®. Adapun
yang dimaksud dengan leasing syariah yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk
penyediaan barang modal. baik secara hak opsi maupun tanpa hak opsi untuk
digunakan oleh konsumen selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran
dilakukan secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah?. Singkatnya, kegiatan
usaha dari leasing adalah pembiayaan keperluan barang-barang modal yang
diperlukan oleh konsumen. Pembiayaan disini artinya jika konsumen membutuhkan

barang modal seperti peralatan kantor atau kendaraan bermotor seperti motor dan

20 Sunaryo. Hukum Lembaga Pembiayaan, him 47.
2L Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, Cet. 5, Jakarta: Prenadamedia
Group, 2015, him 49.
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mobil yang dapat dengan disewakan atau dibeli secara angsuran, maka perusahaan
leasing akan membiayai kebutuhan konsumen tersebut sesuai dengan kesepakatan.
2. Konsep akad murabahah berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 04 tahun
2000 tentang Murabahah.
Al-murabahah berasal dari kata al-ribh yang secara bahasa berarti az-ziyadah
(tambahan) dan al-rama’ (tumbuh dan berkembang) dalam perniagaan (al-tijarah).

Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa jual beli murabahah adalah??:
“Jual beli dengan harga perolehan disertai tambahan sebagai keuntungan.”

Ketentuan mengenai akad murabahah terdapat dalam Fatwa DSN-MUI
Nomor 04 tahun 2000 tentang Murabahah. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa
jual beli murabahah merupakan penjualan suatu barang dengan menegaskan harga
beli kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai

keuntungan?,

3. Ta 'widh bedasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 43 tahun 2004 tentang Ganti
Rugi
Ganti rugi (Ta 'widh) pada praktiknya merupakan pembebanan biaya kepada
nasabah karena ikhtiar yang dilakukan Lembaga Keuanagn Syariah dalam rangka
menanggulangi pembiayaan bermasalah. Biaya-biaya tersebut dapat timbul karena
beberapa hal yaitu adanya pemakaian alat elektronik perusahaan dalam rangka

penagihan utang nasabah, penggunaan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan

22 Jaih, Mubarok dan Hasanudin, Fikih Mu’amalah Maliyyah Akad Jual-Beli, Bandung:
Simbiosa Rekatama Media, 2017, him 215.
23 Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/1V/2000 tentang Murabahah.
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utang ataupun adanya pegiatan yang dilakukan oleh satuan khusus LKS yang
bertugas mencarikan solusi atas pembiayaan bermasalah?.

Ketentuan pembebanan ganti rugi yaitu bahwa jumlah dana yang dikenakan
kepada nasabah harus sama dengan jumlah dana yang dikeluarkan oleh Lembaga
Keuangan Syariah dalam ikhtiar memanggulangi pembiayaan bermasalah. Konsep
ganti rugi tersebut dilakukan pada dasarnya agar tidak terjadi kezhaliman dalam
transaksi. Oleh sebab itu, Lembaga Keuangan Syariah tidak diperkenankan untuk
mengenakan ganti rugi melebihi jumlah dana yang dikeluarkannya.

Ketentuan mengenai ganti rugi (7a 'widh) dalam Lembaga Keuangan Syariah
terdapat pada Fatwa DSN-MUI Nomor 43 tahun 2004 tentang Ganti Rugi (7a 'widh).
Berdasarkan fatwa tersebut terdapat ketentuan umum yang diantaranya yaitu, Besar
ta’widh adalah sesuai dengan nilai kerugian riil yang pasti dialami dalam transaksi
tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang
yang hilang. Adapun salah satu ketenuan khusus dalam fatwa tersebut yaitu,
besarnya ganti rugi tidak boleh dicantumkan dalam akad.

Adapun mengenai biaya riil yang dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor
43 tahun 2004 tersebut tercantum dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 129 tahun 2019
tentang Biaya Riil sebagai Ta 'widh Akibat Wanprestasi. Fatwa tersebut menyatakan
bahwa wanprestasi atau cidera janji adalah melakukan sesuatu yang tidak
semestinya dilakukan, tidak melakukan apa yang seharusnya atau menyalahi apa
yang telah disepakati. Diantara bentuk wanprestasi dalam fatwa tersebut yaitu

“Membayar kewajiban dengan jumlah yang sesuai dengan kesepakatan tapi

24 Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUL.V111/2004 tentang Ganti Rugi (Ta 'widh).
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melampaui waktu yang disepakati.” Sedangkan biaya riil yang dimaksud dalam
fatwa tersebut mencakup?®:

1) Biaya komunikasi;

2) Biaya surat-menyurat;

3) Biaya perjalanan;

4) Biaya jasa konsultasi hukum;

5) Biaya jasa notariat;

6) Biaya perpajakan; dan

7) Biaya lembur atau kerja ekstra.

G. Langkah-Langkah Penelian
Langkah-langkah penelitian lazim juga disebut prosedur penelitian dan ada

pula yang menggunakan istilah metodologi penelitian. Secara garis besar, langkah-
langkah penelitian ini mencakup:
1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.
Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang sedang
diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian.
Tujuan dari penelitian secara deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran
atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta sifat-
sifat yang diselidiki?®. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menggunakan metode
penelitian deskriptif untuk memberikan gambaran tentang analisis secara utuh

sebagai suatu kesatuan yang saling berhubungan. Dalam hal ini peneliti

% Fatwa DSN-MUI Nomor 129/DSN-MUI.VI1/2019 tentang Biaya Riil sebagai Ta 'widh
Akibat Wanprestasi.

% |dtesis, Pengertian dan Jenis Metode Deskriptif: Definisi Metode Deskriptif.
https://idtesis.com/metode-deskriptif/. (Diakses 11 Mei, 2019).
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menggambarkan bagaimana skema akad murabahah dalam produk pembiayaan

kendaraan bermotor dalam PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finance serta

penerapan denda yang ditetapkan perusahaan tersebut dalam klausul akad.

2.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu sumber

data primer dan sumber data sekunder.

a)

b)

Sumber data primer, yaitu sumber data pokok yang terdiri dari sumber-
sumber terpercaya, diantaranya yaitu sumber dari karyawan PT. Wahana
Ottomitra Multiartha, konsumen pengguna produk pembiayaan syariah pada
PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finance serta klausul akad.

Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang dijadikan literatur dalam
penelitian ini atau sumber data lain yang diperoleh dari berbagai referensi
berupa jurnal, catatan, dan lain-lain.

Jenis Data

Jenis data yang ditemukan pada bagian ini berupa data kualitatif. Adapun

data yang diteliti terkait:

a)

b)

Pelaksanaan akad murabahah pada PT. Wahana Ottomitra Multiartha
Finance.

Ketentuan denda keterlambatan pada akad murabahah PT. Wahana
Ottomitra Multiartha.

Konsep figih terkait ta 'widh.
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4, Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara
Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar mendapatkan

data dan informasi secara langsung dari responden yang dianggap valid. Wawancara

tersebut dilakukan dengan karyawan PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finance dan
konsumen akad murabahah yakni Bpk. Riswan Ali.

b) Studi Dokumentasi
Studi dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara

mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan tema penelitian yang sedang

dilakukan, yaitu dari sumber referensi seperti buku-buku figih, jurnal, buku ekonomi
syariah, dan yang lainnya.

5. Analisis Data
Adapun langkah peneliti yang terakhir adalah menganalisa data dengan cara

sebagai berikut:

a) Mengumpulkan data. Langkah ini dilakukan dengan cara mengumpulkan
data dan informasi tentang ' pelaksanaan akad ‘murabahah dan penerapan
sanksi pada pembiayaan kendaraan- bermotor PT. Wahana Ottomitra
Multiartha Finance.

b) Menyeleksi data. Langkah ini dilakukan dengan mengelompokkan data yang
didapatkan di lapangan.

c) Menganalisis data. Tahap ini merupakan proses penelitian karena terdapat
jawaban yang akan menjawab pertanyaan permasalahan dalam penelitian ini.

d) Menyimpulkan. Langkah ini merupakan tahap terakhir dari penilitian ini.

Dari kesimpulan tersebut dapat diketahui hasil akhir penelitian.



